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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada 

pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Pengendalian Peduduk Dan Keluarga 

Berencana (DP3APPKB) dalam menangani kekerasan terhadap 

anak mencakup beberapa hal yaitu pembentukan UPTD PPA , 

memberikan layanan dalam menangani kasus kekerasan seksual 

yang mencakup pendampingan psikologis dan konseling bagi 

korban, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran 

orang tua dan masyarakat, memberikan perlindungan hukum bagi 

korban kekerasan seksual terutama pada anak dan menyediakan 

anggaran atau dana untuk korban yang mengalami kekerasan 

seksual. 

5.1.2 Dampak dari upaya pemerintah memberikan perlindungan 

terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Bukittinggi 

seperti Meningkatnya keberanian masyarakat dalam melaporkan 

kasus kekerasan seksual, terbentuknya kerja sama antara 

DP3APPKB dengan RRI dalam edukasi dan sosialisasi, Munculnya 

peraturan yang semakin melindungi anak dari kekerasan seksual 

serta Respon masyarakat terhadap upaya yang dilakukan 

pemerintah. 

5.1.3 Pandangan Siyasah dusturiyah Terhadap Upaya Pemerintahan 

Dalam Memberikan Perlindungan Anak Korban Kekerasan 

Seksual Di Kota Bukittinggi pemerintah memiliki beberapa 

kewajiban terhadap rakyat, diantaranya memberikan 

perlindungan, meningkatkan kesejahteraan, dan perlindungan 

bagi seluruh warga negara. Terkait dengan memberikan 
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Perlindungan, pemerintah harus membentuk satu lembaga yang 

akan bertugas khusus memberikan atau menciptakan 

perlindungan kepada rakyat yaitu DP3APPKB. Dalam pandangan 

fikih siyasah mengenai kewajiban pemerintah dalam islam telah 

diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dalam hal ini seperti yang 

dilakukan Rasulullah dalam kehidupannya yang mana Rasulullah 

berlaku lemah lembut dan kasih sayang dalam mendidik mereka. 

Pada masa Rasulullah perlindungan anak telah menjadi bagian 

dari sistem pemerintahan Islam dengan memastikan hak hidup, 

keselamatan, pendidikan dan kesejahteraan, yang mana hal ini 

sejalan dengan apa upaya yang telah dilakukan oleh DP3APPKB.  

5.2 Saran  

 Pada penelitian ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan  

sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi DP3APPKB 

Diharapakan DP3APPKB harus lebih memperhatiakan anak-anak 

khususnya yang terdampak oleh tindak kekerasan terhadap anak. 

dimulai dari segi penganggaran dan upaya sosialisasi dalam 

mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak perlu ditingkatkan 

lagi. Kita sebagai masyarakat harus menjadi masyarakat yang sadar 

dan taat akan hukum dan lebih meningkatkan nilai-nilai agama dan 

moral karna seseorang yang sampai hati melakukan tindak 

kekerasan terhadap anak adalah manusia yang tidak memiliki 

moral dan agama. 

5.2.2 Bagi Masyarakat 

Diharapakan kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi baik 

orang tua maupun pemerintah agar harus peduli terhadap 

permasalahan yang menyangkut kekerasan terhadap anak di Kota 

Bukittinggi, dan kita harus menjadi pelapor dan pelopor dan saling 

bekerja sama untuk menjamin keselamatan anak khususnya 

kekerasan terhadap anak di Kota Bukittinggi. 
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